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ABSTRAK 

Novilia Hartisa (16060099) : Analisis Ketimpangan Pendapatan, Korupsi dan  

Kemiskinan di Negara Berpendapatan 

Menengah Kebawah di ASEAN. Skripsi 

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Padang, dengan dosen 

pembimbing Ibu Dewi Zaini Putri, SE, MM 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Hubungan kausalitas antara 

ketimpangan pendapatan dan korupsi di Negara Berpendapatan Menengah 

Kebawah di ASEAN(2) Hubungan kausalitas antara ketimpangan pendapatan dan 

kemiskinan di Negara Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEAN(3) 

Hubungan kausalitas antara korupsi dan kemiskinan di Negara Berpendapatan 

MenengahKebawah di ASEAN. Penelitian ini berjenis Deskriptif dan Asosiatif. 

Data yang digunakan data sekunder  yang berupa data panel dilima Negara 

Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEANdari tahun 2010 sampai dengan 

tahun 2018. 

Teknik pengumpulan data ini menggunakan dokumentasi dan studi 

kepustakaan yang diperoleh dari lembaga dan juga instansi yang terkait. Pada 

analisis induktif dengan pendekatan PVAR, melakukan beberapa uji yaitu: (1) Uji 

Stasioner (2) Uji Kointegrasi (3) Penentuan Lag Optimum (4) Uji Kausalits 

Granger (5) Uji Stabilitas (6) Impluse Respon Function (7) Variance Decomposit. 

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa: (1) Terdapat hubungan kausalitas 

antara ketimpangan pendapatan dan korupsi di Negara Berpendapatan Menengah 

Kebawah di ASEAN(2) Terdapat hubungan kausalitas satu arah antara 

ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Negara Berpendapatan Menengah 

Kebawah di ASEAN(3) Tidak terdapat hubungan kausalitas antara korupsi dan 

kemiskinan di Negara Berpendapatan MenengahKebawah di ASEAN. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka untuk kedepannya 

disarankan Perlunya peran dan kebijakan dari masing-masingNegara 

Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEANdalam menyikapi kondisi 

kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dan juga korupsi dengan cara lebih 

meningkatkan sembilan sektor perekonomian di Negara Berpendapatan 

MenengahKebawah di ASEAN. 

Kata Kunci : Ketimpangan Pendapatan, Korupsi, Kemiskinan, PVAR. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara berkembang cenderung memiliki masalah dalam mencapai 

pembangunan ekonominya. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang 

baik dapat dilihat dari kesejahteraan masyarakatnya. Namun untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakatnya banyak masalah yang sering di temui oleh  Negara 

Berpendapatan MenengahKebawah di ASEAN. Masalah yang dihadapioleh 

Negara Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEANsalah satunya seperti 

korupsi (Global Connections, 2018). 

Korupsi menjadi masalah yang sering dijumpai di negara-negara 

berkembang karena merupakan musuh yang menghantui setiap negara, 

dikarenakan telah menjadi masalah global yang mengakibatkan kerugian 

terhadap berbagai bidang. Korupsi bukan hanya terjadi pada lembaga eksekutif, 

yang sekelilingnya memiliki kesempatan sebagai pemilik hak mengelola 

anggaran negara. Bahkan legislatif dan yudikatif yang memiliki peran untuk 

mengawasi dan mengadili eksekutif juga ikut terjerumus dalam korupsi itu 

sendiri. Menurut laporan Business Anti Corruption praktek korupsi dan suap 

kerap terjadi disistem judisial yang melibatkan aparat keamanan. Bahkan 

perilaku korupsi hampir di semua sektor baik pelayanan publik, administrasi 

pajak, tanah cukai dan pengadaan barang dan jasa. 

Dikutip dari berita kumparan.com tanggal 19 September 2018 menyatakan 

buruknya persepsi korupsi di negara-negara ASEAN yang mana kondisi paling 
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buruk terjadi di negara Kamboja. Besarnya praktek persepsi korupsi di Asean 

menyebabkan institusi pemerintah dan pasar sangat rentan terutama di negara 

seperti Vietnam, Kamboja, Laos dan Filipina. Berikut grafik Indeks Pespesi 

Korupsi di Negara Berpendapatan MenengahKebawah di ASEAN: 

 

Gambar 1.1 Grafik Skor Indeks Persepsi Korupsi di Negara 

Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEAN 

 

Pada grafik 1.1 menunjukan perkembangan korupsi di Negara 

Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEANtahun 2011-2018. Skor indeks 

persepsi korupsi bersumber dari Transparency International, dihitung dalam 

bentuk skor dari 0-100, dimana 100 menunjukan bebas korupsi sedangkan 

mendekati 0 menunjukam tingginya jumlah korupsi disuatu negara yang 

disurvei. Dapat dilihat skor rata-rata indeks persepsi korupsi di Negara 

Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEANtergolong tinggi karena 

menunjukan angka di bawah 50 poin. Dapat disimpulkan bahwa di Negara 

Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEANmasih banyaknya praktek 

korupsi yang terjadi. 
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 Indonesia menjadi negara yang memilikiskor rata-rata 

IndeksPersepsiKorupsi (IPK) tertinggisebesar 34,5 dimana, Indonesia  

memilikitingkatkorupsi yang lebihrendahdibandingkanNegara Berpendapatan 

Menengah Kebawah di 

ASEANyanglainnyahaltersebutdibuktikanbanyaknyaoperasitangkaptangankorup

tor, Indonesia ternyatamenjadi negara terbaikketigadalampemberantasankorupsi 

di Asia Tenggarabahkansekaranginiindekskorupsi di Indonesia darinilai 17 yang 

artinya masih banyaknya terjadi korupsi di Indonesia dan sekarang sudah 

mampu mencapai nilai skor IPK 37 yang berarti suatu kemajuan dalam 

pemberantasan korupsi di Indonesia karena dalam waktu kurang dari 20 tahun 

tercatat, melonjak sebanyak 20 poin, hal tersebut juga terlihat pada tingkat 

Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia yang cukup rendah. Menurut 

Blackburn et al (2006), korupsi merupakan salah satu penyebab pendapatan 

rendah dan memainkan peranan penting dalam menimbulkan jebakan 

kemiskinan. Namun, beberapa menganggap bahwa korupsi digunakan sebagai 

pelumas untuk birokrasi, yang artinya korupsi dapat bermanfaat bagi 

perekonomian ( Huntington, 1968 ; Lui, 1985). 

Beda halnyadenganKambojayang memilikiskor rata-rata Indeks Persepsi 

Korupsiterendahyaitu 20,87. Iniberarti negara tersebut negara yang paling 

korupsiataubanyaknyaterjadikorupsi di negara Kambojakarenamendekatinilai 0. 

Hal inidisebabkankarenalemahnyapemberantasankorupsi dan 

tidakadanyakemauanpolitikdaripemerintah negara Kambojatersebut. 

MenurutTransparency InternationalKambojamerupakan salah satu negara 
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denganperingkatkorupsitertinggi di dunia. Sementara kemiskinan dan 

ketimpangan di kamboja tergolong rendah. Menurut Tika Widiastuti (2008) 

faktor penyebab korupsi tidak selalu dari kemiskinan melainkan ada faktor lain 

yaitu pertumbuhan ekonomi ketika tingginya pertumbuhan ekonomi di kamboja 

maka akan menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan di negara tersebut 

rendah. 

Tindakan korupsi dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi 

suatu negara, menurunkan investasi, meningkatkan kemiskinan, serta 

meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan korupsi juga dapat 

menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Korupsi juga 

dipandang sebagai kegagalan mekanisme pasar, yang ditandai adanya peluang 

bagi pelaku pasar untuk mendapatkan profit yang setinggi-tingginya dengan 

cara melanggar hukum dan memanfaatkan celah peraturan yang ada. Korupsi 

juga sebagai salah satu faktor terjadinya ketimpangan pendapatan. Studi yang 

dilakukan oleh Gupta, Devodi dan Alonso bahwa korupsi mengakibatkan 

semakin lebarnya ketimpangan pendapatan. 

United Nation Development Program (2013) dalam sepuluh tahun terakhir 

menyatakan ketimpangan pendapatan di hampir semua negara di dunia  yang 

memisahkan orang kaya dan orang miskin semakinmelebar. Negara-negara di 

ASEAN inisatu-satunya wilayah di Asia Pasifikdengankesenjangan yang 

semakinlebar dan masihbelum berhasil mengurangi kesenjangan pendapatan. Di 

Indonesia, sekitar 50% dari kekayaan negara berada di tangan 1% orang terkaya. 

Di Vietnam, 210 warga negara super kaya mendapat lebih dari cukup dalam 
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setahun untuk membangkitkan 3,2 juta orang keluar dari kemiskinan. 

Sedangkan di Filipina, pendapatan keluarga 10% terkaya, rata-rata diperkirakan 

mencapai US$ 14.708 Pada 2015. Pendapatan ini sembilan kali lebih tinggi dari 

10% penduduk termiskin yang hanya mencapai US$ 1.609. Ketimpangan 

pendapatan juga dapatmempengaruhitingkatkorupsi dan juga 

kemiskinankarenadapatmembuatjurangpemisahantarasi kaya dan si miskin 

dimana orang kaya memilikipeluang yang 

lebihbesaruntukterlibatkorupsisedangkan orang miskin 

lebihrentanterhadappemerasan dan 

tidakmampuuntukmemintapertanggungjawabanorangkaya yang membuat orang 

kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. Menurut Rised Dana Moneter 

Internasional (2016), secaraumumketimpangan di negara-negara 

majumaupunberkembangmeningkat. Karena itulah, ketimpanganpendapatan 

yang semakinmelebarmenjaditantangansejakduluhinggasekarangbagi dunia 

internasional. 

Pada Gambar 1.2akandisajikangrafikketimpanganpendapatan di lima negara 

ASEAN yang tergolongpendapatankelasmenengahKebawahdaritahun 2011-

2018. Pada tahun 2011rata-rata ketimpanganpendapatan di negara ASEAN yang 

tergolong kelas menengah kebawahinisebesar 19,2% sedangkantahun 

2012mengalamikenaikanmenjadi 20,0% dan pada tahun 2013 menurunmenjadi 

18,92%. kemudian pada tahun 2014 kembalimeningkatsebesar 21,34% dan pada 

tahun 2015-2016 kembalimenurunsebesar 21,22% dan 20,02% 

kemudiankembalimeningkat pada tahun 2017 menjadi 21,54% dan 
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menurunkembali pada tahun 2018 sebesar 20,18%. Berikut grafik ketimpangan 

pendapatan di Negara Berpendapatan MenengahKebawah di ASEAN: 

 
Gambar 1.2 Grafik Ketimpangan Pendapatan di Negara 

Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEAN 

Filipina memiliki rata-rata ketimpanganpendapatantertinggiyaitusebesar 

27,56% dari Negara Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEANyang 

lainnya. Ketimpanganpendapatan yang menonjolantarasi kaya dan si miskin di 

Filipina dikarenakansepertiga penduduk Filipina hidup dibawah garis 

kemiskinan dan sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok. Asian Development 

Bank mengatakan dikawasan Amerika Latin pertumbuhan ekonomi dapat 

membantu pemerataan pendapatan dan peluang kerja namun yang terjadi di Asia 

khususnya Filipina malah sebaliknya, pertumbuhan pesat perekonomian Asia 

menjadi boomerang yang mengakibatkan yang kaya semakin kaya dan yang 

miskin semakin miskin terbukti dengan beberapa pengusaha Filipina masuk 

dalam daftar orang terkaya versi majalah Forbes(2018). Selain itu, ADB 

mengatakan dua faktor utama yang menyebabkan ketimpangan pendapatan di 
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Filipina adalah kurangnya pemerataan dan kesempatan kerja. Menurut Joko 

Waluyo (2010) menyatakan tingginya ketimpangan dan juga kemiskinan 

membuat sedikitnya pelaku korupsi di Filipina hal ini dikarenakan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya saja sulit karena sebagian besar korupsi di 

dominasi oleh orang-orang kaya. 

Sedangkan rata-rata ketimpanganpendapatan yang paling terendah 

dariNegara Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEANyanglainnyaterjadi di 

negara Vietnam yaitusebesar 17,71%.Hal ini dapat dilihat dengan ekonomi 

Vietnam tumbuhsebesar 8,4% per tahunsehingga Vietnam 

berhasilmengurangiangkakemiskinan dan juga ketimpangan sementara, Vietnam 

menjadi negara ketiga dengan tingginya tingkat korupsi dari Negara Asia 

Tenggara yang lainnya yang artinya sedikit terjadi korupsi di Vietnam hal ini 

dipicu oleh kebijakan publik yang menjual pengaruh untuk meraih dukungan 

(tirto.id). 

Selain ketimpangan pendapatan ada faktor lain dari penyebab korupsi 

yaitu kemiskinan. Tingginyatingkatkorupsi dapatmemperburukkondisihidup 

orang miskin dan mendistorsiseluruh proses pengambilankeputusan yang 

berhubungandengan program-program sektorpublik. Korupsi juga 

dapatmenjadipenghalangdalampengetasankemiskinan dan juga 

dapatmenghancurkanupaya negara-negara 

berkembanguntukmengurangikemiskinan (Negin, dkk 2010). 

Di kutip dari berita liputan6 pada 7 April 2016 menyatakan bahwa 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telahberjalansejakakhir 2015 
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menjelaskanmasihbanyaknyapelakuusahamikro yang 

belumsiapuntukbersaingdengannegara-negara di ASEAN, 

denganketidaksiapanitudapatmeningkatkanangkakemiskinan dan juga 

dapatmemicupelebarankesenjanganantara kaya dan miskin 

(liputan6.com)Berikutmerupakan data persentasependuduk yang hidupdibawah 

garis kemiskinan diNegara Berpendapatan MenengahKebawah di ASEAN: 

 

Gambar 1.3 Grafik Persentase Penduduk yang hidup di bawah garis  

Kemiskinan di Negara Berpendapatan Menengah Kebawah di 

ASEAN 

 

Padagrafik 1.3 menunjukan total persentasependuduk yang hidup di bawah 

gariskemiskinan di negara berpendapatan menengah Kebawah di ASEANpada 

tahun 2013-2018.  Dimana persentase rata-rata kemiskinan di negara 

berpendapatankelasmenengahberkisar di bawah 50% yang 

berartimasihbanyaknyapenduduk yang hidup di bawah gariskemiskinan di 

Negara Berpendapatan Menengah Rendah Asia Tenggara. 
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Laos menjadi negara yang memilikipersentase rata-rata 

kemiskinantertinggidari lima negara berpendapatan menengah Kebawah di 

ASEANyaitusebesar 24,1% yang berartibanyaknyapenduduk yang hidup di 

bawah garis kemiskinan di negara Laos 

haltersebutdibuktikandibandingkandengan Negara-negara sekelilingnya, 

perekonomian Laos memang tertinggal karena, pertumbuhan ekonomi Laos 

terhambat oleh minimnya sumber daya manusia dan infrastruktur yang sangat 

kurang di negara berpenduduk sekitar 6 juta itu dan juga pendapatan per 

kapitanya tercatat 986 dollar AS pert tahun sehingga dengan pertumbuhan 

ekonomi yang rendah yang mengakibatkan semakin tingginya kemiskinan yang 

mengakibatkan korupsi di Laos juga tinggi karena untuk mencapai kehidupan 

yang sejahtera dengan melalui cara terlibat korupsi. Sementara Ketimpangan di 

Laos juga termasuk tinggi, berdasarkan Bank Dunia tahun 2005 sebanyak 

37%penduduk Laos mengenyam pendidikan tinggi diluar negeri guna 

mendapatkan pekerjaan dengan standar gaji yang tinggi. 

Sedangkan Vietnam menjadi negara yang memilikipersentase rata-rata 

kemiskinanterendahyaitusebesar 8,43% yang berartisedikitnyapendudukan yang 

hidup di bawah garis kemiskinan di negara Vietnam. Menurut 

PricewaterhouseCoopers pada bulan Februari 2017, Vietnam mungkin menjadi 

negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia dan ekonomi Vietnam 

bergantung sebagian besar pada investasi langsung asing untuk menarik modal 

dari luar negeri . Sementara Vietnam menjadi negara ketiga dengan tingkat 

korupsi terendah dari negara berpendapatan menengah Kebawah di 
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ASEANlainnya hal ini karena dengan keadaan ekonomi yang baik sehingga 

mendefenisikan negara Vietnam sangat kecil kemungkinan untuk terlibat 

korupsi hal ini dibuktikan dengan data IPK negara Vietnam karena pertumbuhan 

ekonominya disumbang dari investasi langsung asing dan untuk pendapatannya 

negara Vietnam harus berusaha untuk berinvestasi sehingga untuk terlibat 

korupsi di negaranya sangat kecil. 

MenurutRahayu dan Widodo (2012), 

dalampenelitiannyamenyatakankemiskinantidakmempengaruhikorupsi, 

sementarakorupsilah yang mempengaruhikemiskinan. 

Dalampenelitianiniterdapathubungankausalitassatuarahantarakorupsidengankem

iskinan. SedangkanmenurutNegin, dkk (2010), 

dalampenelitiannyabertolakbelakangdenganpenelitianRahayu dan Widodo 

(2012). Disinimenunjukanbahwakemiskinanmempengaruhikorupsi dan korupsi 

juga mempengaruhikemiskinan. Dan 

terdapathubungankausalitasduaarahantarakorupsi dan kemiskinan dan 

kemiskinandengankorupsi. 

Berdasarkandata dan 

fenomenamenarikminatpenelitiuntukmelakukanpenelitiansecarastatistikapakahv

ariabeltersebutmemilikihubungan timbal balik. 

Dengantidakmengabaikanvariabel lain 

makaperludibuktikandengansuatupenelitianilmiahdenganjudul 

“AnalisisKausalitasKetimpanganPendapatan, Korupsidan Kemiskinandi 

Negara BerpendapatanKebawah di ASEAN”. 
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B. RumusanMasalah 

Berdasarkanlatarbelakangdiatas, 

makarumusanmasalahdalampenelitianiniadalah : 

1. Apakahterdapathubungankausalitasantaraketimpanganpendapatan dan 

korupsidi Negara Berpendapatan MenengahKebawah di ASEAN? 

2. Apakahterdapathubungankausalitasantaraketimpanganpendapatan dan 

kemiskinan di Negara Berpendapatan MenengahKebawah di ASEAN? 

3. Apakahterdapathubungankausalitasantarakorupsi dan kemiskinan di 

Negara Berpendapatan MenengahKebawah di ASEAN? 

C. TujuanPenelitian 

Berdasarkanlatarbelakang dan rumusanmasalahdiatas, makatujuan yang 

ingindicapai pada penelitianiniadalahuntukmegetahui : 

1. Hubungankausalitasantaraketimpanganpendapatan dan korupsi di Negara 

Berpendapatan MenengahKebawah di ASEAN. 

2. Hubungankausalitasantaraketimpanganpendapatan dan kemiskinandi 

Negara Berpendaptan MenengahKebawah di ASEAN. 

3. Hubungankausalitasantarakorupsi dan kemiskinan di Negara 

Berpendapatan MenengahKebawah di ASEAN. 

D. ManfaatPenelitian 

Berdasarkanrumusanmasalah dan tujuanpenelitian yang telahdikemukakan, 

makamanfaatdaripenelitianini : 

1. Untukmenambahwawasan dan 

pengetahuanpenulisdalambidangpenelitianilmiah 
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2. Untukmemenuhi salah satusyaratdalammenyelesaikanstudi Strata Satu (S1) 

dan meraihgelarSarjanaEkonomi pada JurusanIlmuEkonomiFakultasEkonomi 

Universitas Negeri Padang. 

3. Bagipenelitilain, penulisberharap tulisan 

inidapatdijadikansebagaireferensidalammeneliti dan juga penulisberharap 

tulisan inidapatberkontribusiterhadapilmupengetahuan. 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS 

A. Kajian Teori 

1) Ketimpanganpendapatan 

  Ketimpanganpendapatan membedakan orang kaya dengan orang yang 

lainnya dimana orang kaya memiliki uang yang lebih banyak, sehingga terjadi 

jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin karena si kaya hidup enak 

sedangkan yang miskin berjuang untuk hidup dan bagi kelas menengah yang 

bercita-cita tinggi hidup penuh dengan kekhawatiran (Mankiw, 2006). 

Sebabutamaketimpanganpendapatanadalahkuatnyadampakbalik dan 

lemahnyadampaksebar di negara berkembang. Dampakbalik dan 

dampaksebartidakmungkinberjalanseimbanghalinidisebabkanpertama, 

ketimpanganpendapatanjauhlebihbesar di negara miskin ketimbang di negara 
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kaya dan kedua, di negara miskin 

ketimpanganpendapatansemakinmelebarsedang di negara kaya makinmenyempit 

(Jhingan, 2016).Distribusi yang tidak proposional atau 

seimbangdaripendapatannasional total di antaraberbagairumahtanggadalamsuatu 

negara dapatdiartikansebagaiketimpanganpendapatan (Todaro dan Smith, 2011). 

Menurut Todaro (2011) menyatakanketimpanganpendapatan yang 

ekstrimmenimbulkanbeberapahalpertama,inefisiensiperekonomian. Hal 

inidisebabkankarena pada tingkatpendapatan rata-rata manapun, 

semakintinggiketimpangansemakinsedikit pula jumlahpenduduk yang 

memenuhisyaratuntukmendapatpinjamanataubentukkreditlainnya. Kedua, 

denganadanyadisparitaspendapatan yang ekstrimakanmerusakstabilitas dan 

solidaritassosial. Selainitu, 

tingginyaketimpanganakanmemperkuatkekuasaanpolitik orang-orang kaya yang 

berarti juga menguatkandayatawarekonomimereka. Ketimpangan yang tinggi 

juga memudahkanterjadinyaperburuanrente(rent seeking)sepertilobiberlebihan, 

sumbangan yang besaruntukkegiatanpolitik, penyuapan dan kroniisme. Ketiga, 

ketimpangan yang ekstrimumumnyadipandangtidakadil, 

karenakebanyakanketimpangan yang terjadi di dunia disebabkan oleh 

keberuntunganataufaktor-faktor yang berada di luarkehendakseseorang. 

Adapun penyebab ketimpangan pendapatan di negara sedang berkembang 

menurut Irma Adelman dan Cynthia Thaf Morris dalam Economic growth dan 

Social Equity in Developing Countries yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi 

dapat menurunkan pendapatan perkapita, ketidakmerataan pembangunan antar 
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wilayah, rendahnya mobilitas sosial, inflasi yang mana ketika pendapatan 

bertambah tetapi tidak diikuti dengam pertambahan produksi barang-barang, 

Investasi yang banyak dalam proyek padat modal, dan pelaksanaan kebijakan-

kebijakan industri substitusi impor sehingga mengakibatkan harga barang hasil 

industri adalah usah untuk usaha golongan kapitalis. 

Le (2008), menyatakanketimpangan yang rendahmengarahkekemiskinan 

yang rendah. Pengurangankemiskinan juga dapatmengurangiketimpangan di 

suatu negara. Kemiskinan dan ketimpangandapatdipengaruhi oleh 

beberapafaktorseperti PDB per kapita, rasioinvestasiterhadapat PDB, 

keterbukaanperdagangan dan ukuran modal manusiaseperti rata-rata 

tahunsekolah.Sulemana (2018), menyatakandalamstudilintas negara dari 129 

negara. Ketimpanganpendapatanmemilikidampak yang besar pada 

korupsidalamrezim yang lebihdemokratis. 

Peningkatansatustandardeviasidalamkorupsimenghasilkansebelaspoinpeningkata

nketimpanganpendapatan dan 5% pertumbuhandalampendapatan orang miskin. 

Selanjutnya, korupsilebihbanyakmenguntungkan orang kaya daripada orang 

miskin sehinggamemperbesarketimpanganpendapatan dan membuat orang 

miskin semakin miskin. 

a. Indikatoruntukmengukurketimpanganpendapatan 

1) Kurva Lorenz 

Kurva Lorenz merupakansuatukurva yang 

menggambarkanperbedaandistribusiukuranpendapatandarikemerataansempu

rna, yang 
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menunjukanhubungankuantitatifaktualantarapersentasepenerimapendapatan 

dan persentasependapatan total yang 

sebenarnyamerekaperolehmisalnyaselamasatutahun. Pada gambar 2.1 

dapatkitalihatbahwajumlahpenerimapendapatanditempatkan pada sumbu 

horizontal dalambentukpersentasekumulatif, sedangkan pada 

sumbuvertikalterlihatbagianpendapatan total yang diterima oleh 

setiappersentasejumlahpenduduk. Bagian 

pendapataninidiakumulasikansampaidengan 100 persen, yang 

berartibahwaukurankeduasumbuitusamapanjang. 

  
Gambar 2.1 Kurva Lorenz 

  Sumber : Todaro dan Smith (2011) 

  

Kurva Lorenz menggambarkansemakinjauh garis Lorenz 

melengkungdari garis diagonal (garis pemerataansempurna), 

semakinbesartingkatketimpangan yang terjadi dan 

begitupunsebaliknyasemakinmendekati garis Lorenz ke garis diagonal 

makasemakinkeciltingkatketimpangan yang terjadiataubanyak orang yang 

makinkecilmenikmatipendapatan. 
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2) Koefisien Gini 

Metode perhitungan Koefisien Gini yang diperkenalkan oleh Corrado 

Gini tahun 1909 melalui bukunya yang berjudul “Concentration and 

dependency ratios”. 

    G(Gini Index) = 
∑𝑖=1

𝑁 ∑𝑗=1
𝑁 |𝑋𝑖−𝑋𝑗|

2∑𝑖=1
𝑛 ∑𝑗=1

𝑛 𝑋𝑗
 

Dimana : N = jumlah golongan pendapatan, misal N=3 maka populasi 

penduduk dibagi menjadi 3 golongan, yaitu berpendapatan tinggi, menengah 

dan rendah, x = share pendapatan nasional dari masing-masing kelompok, 

misal x1 = 50% artinya kelompok berpendapatn tinggi menyumbang 50% 

dari pendapatan nasional. 

Koefisienginidigunakanuntukmengukurtingkatrelatifketimpanganpenda

patansebuah negara diperolehdenganmenghitungrasiodaribidang yang 

berada di antarabidang diagonal dan kurva Lorenz kemudiandibagidengan 

total 

bidangsetengahbujursangkartempatkurvaituterletak.Rasioinidikenaldengann

amarasiokonsentrasi Gini (Gini Concentration Ratio) atauKoefisien Gini 

(Gini Coefficient) 
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Gambar 2.2 Koefisien Gini 

   Sumber : Todaro dan Smith (2011) 

Koefisienginiadalahukuranketimpanganagregat yang berkisardari 0 

(kemerataansempurna) sampaidengan 1 (ketimpangansempurna). 

Koefisienginibagi negara-negara yang 

distribusipendapatnnyasangattimpangberada pada 0,50 dan 0,70, 

sedangkanbagi negara-negara yang 

distribusipendapatannyameratamimilikikoefisienginiantara 0,20 dan 

0,35.Semakintingginilaikoefisiensemakintinggi pula 

tingkatketimpangandistribusipendapatan, 

sebaliknyasemakinrendahnilaikoefisienginisemakinmerata pula 

ketimpangandistribusipendapatan. 

3) Indeks Atkinson 

Indeks Atkinson merupakan ukuran kesenjangan yang dikemabangkan 

oleh ekonom Inggris, Anthony Barnes Atkinson. Ukuran ini mampu 

menangkap perubahan pada segmen-segmen yang berbeda dari distribusi 
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pendapatan. Perhitungan indeks Atkinson dimulai dengan konsep EDE 

(Equally Distributed Equivalent). EDE merupakan level pendapatan dimana 

jika pendapatan tersebut dihasilkan oleh setiap individu dalam distribusi 

pendapatan, maka semua individu tersebut dimungkinkan untuk mencapai 

level kesejahteraan yang sama. 

Indeks Atkinson dihitung dengan menggunakan parameter 

kesenjangan yang dilambangkan dengan ε yang bervariasi dari ε=0,5 , ε=1, 

ε=2, dan ε=3 dengan tujuan guna mendapatkan gambaran kebijakan mana 

yang paling tepat untuk meminimalisir dampak kesenjangan regional 

terhadap kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dapat dilakukan secara 

implisit ditunjukan dengan ε adalah peningkatan pendapatan masyarakat 

bagi yang berada di urutan terbawah dari distribusi mekanisme transfer 

pendapatan. Nilai indeks Atkinson ini berkisar antara nol sampai dengan 

satu, dimana apabila satu mengindikasikan kesenjangan yang sangat tinggi 

sebesar 100 persen. 

2.  Korupsi 

Korupsiberasaldari kata latinCorruptiodari kata kerjacorrumpere yang 

berartibusuk, rusak, menggoyahkanataumenyogok. MenurutTransparancy 

International(2018)adalahperilakupejabatpublik, 

baikpolitikusataupolitisimaupunpegawai negeri, yang secaratidakwajar dan tidak 

illegal memperkayadiriataumemperkayamereka yang 

dekatdengannyadengancaramenyalahgunakankekuasaanpublik yang 

dipercayakankepadamereka.World bank (1997) 
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mengatakankorupsiadalahsetiaptransaksi yang 

dilakukanantarapelakusektorswasta dan sektorpubliksecara illegal dan 

ditransformasikanmenjadikeuntunganpribadi (Subekti, 2013). 

Philip (1997), menjelaskanbeberapadefenisikorupsi. Pertama, 

korupsiberpusat pada kantorpublik(public office centered corruption) yang 

artinyatindakanatautingkahlakupejabatpublik yang 

menyimpangdaritugasnyauntukmendapatkankeuntunganpribadiataukelompok 

orang tertentu. Kedua, korupsi yang berpusat pada 

dampakkorupsiterhadapkepentinganumum(public interest 

centered)yaitukorupsiterjadijikaseorangpemegangkekuasaan pada 

kedudukanpublikmelakukantindakankepada orang yang 

memberiimbalansehinggadapatmerusakkedudukannyasebagaipemegangkekuasa

an. Ketiga, Korupsiberpusat pada pasar (market centered)berdasarkan pada 

analisistentangkorupsi yang menggunakanteoripilihanpublik dan 

sosialsertamelaluipendekatanekonomidalamkerangkaanalisispolitik (Sema, 

2008).  

MenurutNdikumana (2006), 

menyatakankorupsikemungkinanbesardapatmeningkatkankemiskinankarenamen

gurangipotensipenghasilanbagi orang miskin. 

Pemberantasankorupsiadalahmasalahpentingdalammengurangikemiskinanatauke

miskinan yang biasanyaditunjukan oleh pendapatanrendah, pendidikan dan 

kesehatanrendah dan kerentanandapatmengundangterjadinyakorupsi. 
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Policardo (2018), 

Tingginyakorupsidapatmeningkatkanketimpanganpendapatan dan juga 

kemiskinanbahkansebaliknyakebijakan yang 

dapatmengurangiterjadinyakorupsikemungkinanbesar juga 

dapatmengurangiterjadinyaketimpanganpendapatan dan kemiskinan. 

Ketimpanganpendapatandapatmempengaruhikorupsimelaluibeberapasaluranyait

upertama, dariketimpangannormasosialmasyarakattentangkorupsi dan lembaga 

yang membuatnyamudahuntukmenoleransikorupsisebagaiperilaku yang 

dapatditerima. Kedua, orang kaya memilikimotivasi dan peluang yang 

lebihbesaruntukterlibatkorupsi, sedangkan orang miskin 

lebihrentanterhadappemerasansehinggatidakmampumemantau dan 

memintapertanggungjawaban orang kaya. 

Korupsi memiliki beberapa indikator yang mencakup diantaranya Indeks 

Perilaku Korupsi, Indeks Persepsi Korupsi, dan Indeks Pengalaman Korupsi. 

Untuk mengukur tingkat korupsi di suatu negara, Transparency International 

memiliki indikator yang dikenal Indeks Persepsi Korupsi (IPK), yaitu indeks 

yang mengukur persepsi pelaku usaha terhadap praktik suap di suatu daerah. 

Survei International mengenai persepsi korupsi yang diprakarsai Transparency 

International (TI) menyatakan korupsi dilakukan dengan sangat rahasia karena 

ada kepentingan bersama di antara pelakunya. Ukuran yang disepakati untuk 

luas jaringan konspirasi korupsi salah satunya adalah dengan melakukan survei. 

Survei dapat menimbulkan kepercayaan pada apa yang sepintas nampak sebagai 

pernyataan oleh responden. Khusus tentang Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang 
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dikeluarkan oleh Transparency International (TI) yang berguna untuk memberi 

gambaran tentang tentang masalah korupsi di berbagai negara namun, mendapat 

kritik tajam karena hanya berfokus pada penerimaan dan pemberi suap, 

sementara pihak pemberi dan penerima suap di perusahaan international tidak 

dimasukkan. Indeks Persepsi Korupsi memberi pesan sederhana pada 

pemerintah yang menunjukan kinerja rendah  yang jelas survei Transparency 

International mencerminkan persepsi pada pengusaha tentang tingkat korupsi di 

berbagai negara. 

a. TeoriPemburuan “Rente” 

 Konseprente(rent)pertama kali dikembangkan oleh 

pakarekonomiKlasik David Ricardo.Dalamkajianekonomipolitik “laba” 

yang diterimapenguasamemaluikekuasaan yang 

digunakanuntukmengejarkepentinganpribadi juga disebut “rente”. Adapun 

perilakuaparatataupenguasa yang mengharapkanimbalanataskebijakan yang 

dikeluarkandisebutperilaku “kalaprente”. Pada tahun 70-an dikebanyakan 

negara-negara berkembang, dijumpaigejalaumumdimanasemua orang 

berbicara “demi bangsa”, tetapi yang 

sebenarnyadiburuadalahuntukkeuntunganpribadiataukepentingankelompok 

(Deliarnov, 2006). Orang yang paling 

rentandisogokialahpejabatdimanaiabukannyamelayanitetapijustrusebaliknya

mintadilayaniwaktumenjalankantugasnya, 

jikatidakdiberiimbalandalambentukhadiahataulebihtepatnyadisogokiabisame

mblokirkeputusan yang efisien. Dampakmaraknyapraktikperburuanrente 
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pada tahun 1960-an dan 1970-an kebanyakan negara-negara yang 

sedangberkembangdilandapemerintahan yang korup dan 

personalistiksehinggapembangunantidakjalan. Untuk mengurangi praktik 

perburuan rente  oleh para aparat dan birokrat sebagai pakar ekonomi 

menyarankan agar negara-negara sedang berkembang melakukan 

liberalisasi, swastanisasi dan desentralisasi (Deliarnov, 2006). 

 Menurut Nicholson (1999) Dalam literatur ekonomi masa sekarang 

yang dimaksud sewa atau rente adalah kelebihan pembayaran atas biaya 

minimum yang diperlukan untuk tetap mengkonsumsi faktor produksi. Dan 

segala bentuk keuntungan eksesif (super normal) yang berhubungan dengan 

struktur pasar yang mengarah ke monopoli dapat dikatakan rente. Untuk 

memperoleh keuntungan lebih tinggi, pengusaha berkolusi dengan penguasa 

agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan eonomi yang lebih menguntungkan 

si pengusaha. Sebagai imbalannya pengusaha memberikan imbalan atau 

lebih tepat sogokan baik melalui uang tunai maupun  hadiah (Deliarnov, 

2006). 

b.  Teori Ekonomi Politik Baru 

 Ilmu ekonomi dan ilmu politik dibagi atas dua disiplin yang berbeda 

yang mana ekonomi dan politik dapat diakomondasikan ke dalam sebuah 

prinsip pengambilan keputusan tunggal tentang perilaku manusia yang 

didasarkan pada rasionalitis individu. Apabila individu dapat menata pilihan 

dalam setting pasar maka mereka tentu juga dapat menatanya dalam setting 
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politik, karena kedua setting tersebut para pelaku dilandaskan atas 

kepentingan individu. 

 Kerangka analisis ekonomi politik baru didasarkan pada aktor 

individu yang memperjuangkan kepentingan pribadi, tepatnya individu 

diasumsikan sebagai “goal seeking and choosing creatures”yang beroperasi 

di lingkungan yang berbeda yang mana di asumsikan mempunyai sifat-sifat 

khusus yang spesifik, termasuk seperangkat selera dan kemampuan 

mengambil keputusan secara rasional atau kemampuan memilih alternatif 

yang paling efisien dari berbagai pilihan yang ada (Mitchell, 1968). 

3.  Kemiskinan 

  Kuncoro 

(2006)menyatakankemiskinanmerupakansuatuketidakmampuanuntukmemenuhis

tandarhidup minimum. Seseorangdikatakan miskin 

secaraabsolutapabilatingkatpendapatannyaberada pada garis 

kemiskinanatausejumlahpendapatannyatidakcukupatautidakmampuuntukmendap

atkansumberdaya yang memadaiuntukmemenuhikebutuhandasarmereka (Todaro 

dan Smith 2011). 

Kemiskinanmenggambarkansuatuketidakmampuanmasyarakatdalammemen

uhikebutuhanekonomiuntukstandarkehidupan. Tingkat 

kemiskinanadalahpersentasedaripopulasi yang pendapatankeluarganyaberada di 

bawahtingkatmutlak yang disebutdengan garis kemiskinan. Sedangkan garis 

kemiskinanadalahtingkatmutlakpendapatan yang ditentukan oleh pemerintah 
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federal untuksetiapukurankeluargadi 

bawahtingkatdimanasuatukeluargaitudikatakan miskin (Mankiw, 2003). 

MenurutWorld Bank (2000), 

menyatakankemiskinanadalahkehilangankesejahteraan. 

Inidaripermasalahankemiskinanyaitubatasan-

batasantentangkesejahteraanitusendiri.Kemiskinandihubungkandengantingkatkes

ejahteraan yang 

dapatdiartikansebagaiketidakmampuandalammemenuhikesejahteraandengan 

kata lain 

kurangnyaaksesterhadapsumberdayauntukmemenuhikebutuhanhidupnya, 

kekuranganakses yang dimaksudadalahkurangnyapendapatanseseorang. 

Sedangkan menurutOgbeide dan Agu (2015), menyatakankemiskinan dan 

ketimpanganpendapatanmemilikiketerkaitan yang takterpisahkandimana, 

distribusipendapatan yang lebihbaikdapatmembantu orang-orang darikelompok 

yang 

berpendapatanrendahuntukmeningkatkanpendapatannyasehinggadapatkeluardari

kemiskinan.  

Menurut Kuznets dalam Kuncoro (2004), menyatakan 

ketimpanganpendapatanjuga memilikihubungan secara 

tidaklangsungdengankemiskinan. 

Hubungansecaratidaklangsungyaitumelaluipertumbuhan ekonomi. Pada saat 

pertumbuhan ekonomi meningkat makajuga 

dapatmeningkatkanketimpangan,mereka yang terkenadampakdari 
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peningkatanketimpangandapatdikatakan miskin 

sehinggadampaknegatifpertumbuhanterhadapketimpangan juga mengarah pada 

peningkatankemiskinan dan juga 

adanyahubunganpositifantaratingkatketimpangan dan kemiskinan yang 

mempengaruhisuatu negara. 

 
   Gambar 2.3 Kurva Kuznet 

   Sumber : Todaro (2006) 

 

Kuznets menjelaskan pertumbuhan ekonomi di negara miskin pada awalnya 

cenderung menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan 

pendapatan. Namun bila negara miskin sudah semakin maju, maka persoalan 

kemiskinan dan ketimpangan akan menurun. 

Menurut Chetwynd et al  (2003), 

menyatakankemiskinanituterkaitdenganakses dan kualitaspublik yang 

pentingbagimasyarakat miskin, seperti : kesehatan, infrastruktur dan pendidikan 

yang layak. Pada tingkatmakro, 
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korupsimempengaruhikemiskinanmelaluipertumbuhanekonomi yang menurun, 

mengurangiinvestasiasing dan domestik, mendistorsi pasar dan ketidaksetaraan. 

Oleh 

karenaitukorupsilebihmungkinuntukmeningkatkankemiskinankarenaberpotensim

engurangipendapatanmasyarakat miskin. 

Lingkaransetankemiskinanadalahderetanmelingkarkekuatan-kekuatan yang 

satusama lain beraksi dan bereaksisedemikianrupasehinggamenempatkansuatu 

negara miskin tetapberadadalamkeadaanmelarat. Teoriiniditemukan oleh Ragnar 

Nurkse 1953 (Jhingan, 2016).Berikutgambarlingkaransetankemiskinan (Vicious 

Circle of Poverty) versinurkse : 

 

 Gambar 2.3 Lingkaran Setan Kemiskinan 

 Sumber : Ragnar Nurkse 1953 (Jhingan, 2016) 

Lingkaran setan berasal dari fakta bahwa produktivitas total negara 

terbelakang yang sangat rendah sebagai akibat kuranganya modal, pasar tidak 

sempurna dan keterbelakangan ekonomi. Dapat dilihat dari sudut permintaan, 
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rendahnya tingkat pendapatan nyata dapat menyebabkan tingkat permintaan 

menjadi rendah, sehingga tingkat investasi pun juga ikut rendah. Investasi yang 

rendah kembali menyebabkan kurangnya modal dan produktivitas rendah. 

Dilihat dari sudut penawaran, produktivitas yang rendah tercermin di dalam 

pendapatan nyata yang rendah. Apabila pendapatan nyata rendah berarti tingkat 

tabungan juga rendah. Tingkat tabungan yang rendah menyebabkan tingkat 

investasi rendah dan modal kurang. Kekurangan modal bermuara kepada 

produktivitas yang rendah. 

a. Ukuran Kemiskinan 

 Dalam pengukuran tingkat kemiskinan, Badan pusat statistik 

(2015) menggunakan metode dengan pendekatan kemampuan untuk 

pemenuhan kebutuhan dasar (Basic Needs Approach). Melalui 

pendekatan yang digunakan bahwa kemiskinan bisa dipandang dari 

ketidakmampuan dari segi ekonomi guna memenuhi kebutuhan dasar 

dalam bentuk makanan dan bukan makanan yang dihitung dari segi 

pengeluaran. Indikator yang dipergunakan dalam pendekatan tersebut 

yaitu Head Count Index (HCI) adalah jumlah atau persentase dari 

penduduk yang ada di bawah garis kemiskinan. 

Menurut Todaro dan Smith (2011:265) menjelaskan selain head 

count indexatau besaran produk yang ada di bawah garis kemiskinan, 

ada pula indikator lainnya yang dipergunakan dalam mengukur 

kemiskinan yakni indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index) 

serta indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index). Ukuran 
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tingkat kemiskinan dicetuskan oleh Foster-Greer-Thorbecke atau 

disebut ukuran kelas kemiskinan Pα. Indeks Pα adalah sebagai berikut : 

𝑃𝛼 =  
1

𝑁
∑𝑖=1

𝐻 (
𝑌𝑝 − 𝑌𝑖

𝑌𝑝
)

𝛼

 

 

 

B. PenelitianTerdahulu 

Adapun penelitianterdahulu yang terkaitdenganpenelitianiniadalahpenelitian 

yang dilakukanSulemana dan Daniel (2018) tentangAn empirical examination of 

the relationship between income inequality and corruption in 

Africamenggunakan data panel tidakseimbanguntuk 48 negara dari 1996-2016, 

menyatakanadanyahubungan timbal balikantarakorupsi dan 

ketimpanganpendapatandimanaketimpanganpendapatansebagaivariabeldependen 

dan korupsisebagaivariabelindependen.  

Policardo,dkk (2019) tentangcausality between income inequality and 

corruption in OECD countriesmenggunakandata panel 34 negara OECD 

daritahun 1995-2011, menyatakanhubungansebabakibatantarakorupsi dan 

ketimpanganpendapatanadalahspesifik Negara dan 

menemukankorupsiitudapatmeningkatkanketimpanganpendapatan dan 

ketimpanganpendapatanmempengaruhikorupsisecarapositif. 

Policardo dan Carrera (2018) tentangCorruption causes inequality, or is it 

the other way around? An empirical investigation for a panel of countries 

menggunakan data panel 50 negara daritahun 1995-2015, 
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menyatakanbahwaadanyaarahkausalitasantarakorupsi dan 

ketimpanganpendapatanbersifatspesifik negara dan bersifatduaarah. 

Dengandualangkahestimasi GMM dinamis Arellano-Bond 

menunjukanbahwapeningkatanketimpanganpendapatanbertanggungjawabuntuk

meningkatkankorupsi, sementarakorupsisecarastatistiktidakberdampak pada 

ketimpangan.  

Ogbeide dan Agu (2015) tentangpoverty and income inequality in Nigeria : 

Any Causality? menggunakan data panel daritahun 1980-2010, 

menyatakanbahwapenelitianiniadanyahubungansecaralangsungkausalitasdarike

miskinan dan 

ketimpanganpendapatansertasecaratidaklangsungmelaluipengangguran pada 

ketimpanganpendapatan yang dapatmemperburukkemiskinan di Nigeria. 

Negin, dkk (2010) tentangThe Causal Relationship between Corruption and 

Poverty: A Panel Data Analysismenggunakan data panel 97 negara daritahun 

1997-2006. Menyatakanadanyahubungankausalitasduaarahantarakorupsi dan 

kemiskinan. Penelitianinimenggunakandinamissistem panel GMM estimator 

berfokus pada kemiskinanmenggunakanindekskemiskinanmanusia (HPI). 

Rahayu& Widodo (2012) tentangThe Causal Relationship Between 

Corruption and Poverty in ASEAN : A general method of moments/dynamic 

panel data analysismenggunakan data panel 9 negara ASEAN tahun 2005-

2009.Penelitianinimenggunakanmetodeumum / data panel dinamis (GMM), 

menyatakanbahwakemiskinantidakmempengaruhikorupsitetapikorupsilah yang 
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mempengaruhikemiskinan. Dan 

terdapatkausalitassatuarahantarakorupsidengankemiskinan. 

Joko Waluyo (2010) tentang Analisis hubungan kausalitas antara korupsi, 

pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan : suatu studi lintas negara menggunakan 

data panel lintas negara tahun 1995-2007. Menyatakan bahwa kemiskinan tidak 

berdampak pada pertumbuhan ekonomi, korupsi tidak berdampak pada 

pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan ekonomi berdampak pada korupsi, 

kemiskinan tidak berdampak pada korupsi, dan korupsi tidak berdampak pada 

kemiskinan. 

C. KerangkaKonseptual 

Kerangkakonseptualinidimaksudkanuntukmenjelaskan, menerapkan dan 

menunjukanpersepsihubungananatravariabel yang 

akanditelitiberdasarkanlatarbelakang dan rumusanmasalahdenganberlandaskan 

pada kajianteoridiatas. Penelitian yang berjudul 

“AnalisisKausalitasKetimpanganPendapatan, Korupsi dan Kemiskinan di 

negaraBerpendapatanMenengahKebawah di ASEAN” 

menunjukanketerkaitanvariabel yang ditelitiadanyahubungan timbal 

balikvariabelKetimpanganPendapatan (Y1), Korupsi (Y2) dan Kemiskinan (Y3). 

Pertama, kausalitasvariabelketimpanganpendapatandengankorupsi di negara 

berpendapatana menengahkebawah di ASEAN. Ketika 

ketimpanganpendapatanmeningkatmakatingkatkorupsi di negara berpendapatan 

menengah kebawah di ASEANjuga ikutmeningkat. Begitupunsebaliknya, 

ketikakorupsimeningkatmakaketimpanganpendapatan juga akanmeningkat. Hal 
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inidisebabkanketikaketimpanganpendapatantinggimakakorupsidisuatu negara 

juga tinggikarena orang kaya memilikipeluangataumotivasi yang 

lebihbesaruntukterlibatkorupsisedangka orang miskin 

lebihrentanterhadappemerasansehinggatidakmampumemintapertanggungjawaba

n orang kaya. 

Kedua, kausalitasvariabelketimpanganpendapatandengankemiskinan di 

negara berpendaatan menengahkebawah di ASEAN. Ketika 

ketimpanganpendapatanmeningkatmakasecara langsung dapat mempengaruhi 

tingkatkemiskinan di negara berpendapatan menengahkebawah di ASEAN. 

Begitupunsebaliknya, ketikakemiskinan di  negara menengah rendah Asia 

Tenggarameningkatmaka secara langsung mempengaruhi 

tingkatketimpanganpendapatan di negara berpendapatan menengahkebawah di 

ASEAN. Hal tersebut dibuktikan dimana tingkat kemiskinan diukur dengan 

pendapatan perkapita disuatu negara. Ketika pendapatan perkapita di suatu 

negara menurun, maka akan mengakibatkan meningkatnya kemiskinan, sehingga 

terjadinya ketimpangan pendapatan di suatu negara antara penduduk yang 

berpendapatan rendah dengan penduduk yang berpendapatan tinggi. 

Ketiga, kausalitasvariabelkorupsidengankemiskinan di negara 

berpendapatan menengahkebawah di ASEAN.Ketika 

tingkatkorupsimeningkatmakatingkatkemiskinan di negara berpendapatan 

menengah kebawah di ASEANjuga meningkat. Begitupunsebaliknya, 

ketikakemiskinan di negara berpendapatan menengah kebawah di 

ASEANmeningkatmakakorupsi di negara berpendapatan menengah kebawah di 
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ASEANjuga akanmeningkat. Hal 

inidisebabkankorupsiberpotensidapatmengurangipendapatanbagi orang miskin 

yang membuat orang miskin 

semakinmiskin.Dapatdisimpulkanbahwaketimpanganpendapatan, korupsi dan 

kemiskinanmemilikihubungansebabakibat di negaraberpendapatan 

menengahkebawah di ASEAN. 

Berdasarkanpenjelasandiatasmakasecarasistematis, 

kerangkakonseptualdalampenelitianinidapatdilihat pada gambardibawahini 

 

 

 

 

 

 

   

 

Gambar 2.4 KerangkaKonseptualKausalitasKetimpanganPendapatan,  

 Korupsi dan Kemiskinan di Negara Berpendapatan  

  Menengah Kebawah di ASEAN 

D. HipotesisPenelitian 

Berdasarkanpermasalahan dan kerangkakonseptualdiatas, 

makadapatdirumuskanhipotesispenelitianinisebagaiberikut : 

Korupsi 

(Y2) 

Kemiskinan 

(Y3) 

KetimpanganPendapata

n 

(Y1) 
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1. Didugaterdapathubungankausalitasantaraketimpanganpendapatandengankor

upsi di Negara Berpendapatan MenengahKebawah di ASEAN. 

𝐻₀ ∶  𝛽₁ =   0 

𝐻ₐ ∶  𝛽₁  ≠   0 

 

2. Didugaterdapathubungankausalitasantaraketimpanganpendapatandenganke

miskinan di Negara Berpendapatan MenengahKebawah di ASEAN. 

 

𝐻0  : 𝛽2 = 0 

𝐻ₐ ∶  𝛽2 ≠ 0 

3. Didugaterdapathubungankausalitasantarakorupsidengankemiskinan di 

Negara Berpendapatan MenengahKebawah di ASEAN. 

𝐻0  : 𝛽3 = 0 

𝐻ₐ ∶  𝛽3 ≠ 0 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan pada pembahasan dan hasil penelitian yang di lakukan 

menggunakan metode VAR dapat disimpulkan bahwa : 

1. Hasil dalam uji kausalitas granger menunjukan bahwa terdapatnya 

hubungan kausalitas antara ketimpangan pendapatan dan korupsi. Besarnya 

ketimpangan pendapatan akan mempengaruhi besarnya korupsi di negara 

berpendapatan menengahkebawah di ASEAN. 

2. Hasil dalam uji kausalitas granger menunjukan bahwa terdapatnya 

hubungan satu arah antara ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. 

Besarnya ketimpangan pendapatan akan mempengaruhi besarnya 

kemiskinan di negara berpendapatan menengahkebawah di ASEAN. 

Namun, besarnya kemiskinan tidak akan mempengaruhi besarnya 

ketimpangan pendapatan. 

3. Hasil dalam uji kausalitas granger menunjukan antara korupsi dengan 

kemiskinan tidak memiliki hubungan kausalitas atau tidak mempengaruhi 

satu sama lain. Besarnya korupsi tidak mempengaruhi besarnya kemiskinan 

di negara berpendapatan menengahkebawah di ASEAN. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai kausalitas 

ketimpangana pendapatan, korupsi dan kemiskinan diNegara Berpendapatan 

MenengahKebawah di ASEAN. Maka penulis memberikan beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengurangi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di 

kawasan Negara Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEANmaka 

perlunya peran dan kebijakan dari masing-masing Negara Berpendapatan 

Menengah Kebawah di ASEANdalam menyikapi kondisi kemiskinan dan 

ketimpangan pendapatan dengan caralebih meningkatkan sembilan sektor 

perekonomian diNegara Berpendapatan MenengahKebawah di ASEAN. 

2. Upaya memperbaiki kinerja birokrasi perlu ditingkatkan guna mengurangi 

secara nyata tindak korupsi di birokrasi yang mampu mempengaruhi biaya 

tambahan dan melaksanankan nilai-nilai good governance dalam 

penyelenggaraan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah. 

3. Penulis menyadari penelitian ini masih terdapat kekurangan yang 

memerlukan pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya, oleh 

karena itu penulis mengharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan 

penelitiaan dengan metode kualitatif guna melihat pengaruh korupsi secara 

mikro dan terfokus pada suatu daerah penelitian. 
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